
 

 

 

 

RANCANGAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 

NOMOR....... TAHUN ........ 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2019 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 

 
Menimbang : 

 
 
 
 
 
 

 
Mengingat : 

BUPATI BANYUWANGI 

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) 
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322) sebagai pengganti 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 
Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 
Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 
Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi 
Tahun 2014 Nomor 9); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 
Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 
Nomor 10); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Nomor 12); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 
2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 
Nomor 6); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 

BANYUWANGI 

dan 

BUPATI BANYUWANGI 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2019 

 
Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Banyuwangi 
berupa laporan keuangan memuat: 
a. Laporan Realisasi Anggaran; 
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 
c. Laporan Operasional; 
d. Laporan Perubahan Ekuitas; 
e. Neraca; 
f. Laporan Arus Kas; dan 
g. Catatan atas Laporan Keuangan. 

(2) Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha 
Milik Daerah/Perusahaan Daerah dan Rincian Laporan 
Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah 
serta Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Seluruh 
Desa di Wilayah Kabupaten Banyuwangi 

Pasal 2 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
ayat 1 huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut: 

a. Pendapatan Rp. 3.143.282.624.113,33 
b. Belanja Rp. 3.021.315.752.989,13 

Surplus/(defisit) Rp.121.966.871.124,20 

c. Pembiayaan 
- Penerimaan Rp. 65.113.714.659,93 
- Pengeluaran Rp. 0,00 
Pembiayaan Netto  Rp. 65.113.714.659,93 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp.187.080.585.784,13 
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Pasal 3 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 sebagai berikut : 

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 
(Rp75.041.101.666,13) dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran Pendapatan 
setelah Perubahan Rp 3.218.323.725.779,46 

b. Realisasi   Rp 3.143.282.624.113,33  
Selisih lebih/(kurang)  Rp  (75.041.101.666,13) 

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja & transfer sejumlah 
(Rp262.096.323.871,67) dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran Belanja 
setelah Perubahan Rp 3.283.412.076.860,80 

b. Realisasi   Rp 3.021.315.752.989,13  
Selisih lebih/(kurang)  Rp  (262.096.323.871,67) 

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah 
Rp187.055.222.205,54 dengan rincian sebagai berikut : 
a. Surplus/defisit 

setelah perubahan Rp (65.088.351.081,34) 
b. Realisasi   Rp 121.966.871.124,20  

Selisih lebih/(kurang)  Rp 187.055.222.205,54 
(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 

sejumlah Rp25.363.578,59 dengan rincian sebagai berikut : 
a. Anggaran Penerimaan pembiayaan 

setelah perubahan Rp 65.088.351.081,34 
b. Realisasi  Rp 65.113.714.659,93 

Selisih lebih/(kurang) Rp  25.363.578,59 

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 
sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan 
setelah perubahan Rp 0,00 

b. Realisasi Rp 0,00 
 

Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00 

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah 
Rp25.363.578,59 dengan rincian sebagai berikut : 
a. Anggaran pembiayaan Netto 

setelah perubahan Rp 65.088.351.081,34 
b. Realisasi  Rp 65.113.714.659,93 

Selisih lebih/(kurang) Rp  25.363.578,59 

(7) Selisih anggaran dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran (SILPA) sejumlah Rp187.080.585.784,13 dengan 
rincian sebagai  berikut : 
a. Anggaran SILPA 

setelah perubahan Rp 0,00 
b. Realisasi   Rp 187.080.585.784,13  

Selisih lebih/(kurang)  Rp 187.080.585.784,13 
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Pasal 4 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 ayat 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai 31 

Desember 2019 sebagai berikut: 

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 65.077.851.081,34 
b. Penggunaan SAL Rp 65.077.764.659,93 
c. SILPA Rp 187.080.585.784,13 
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan   

Tahun Sebelumnya  Rp (86.421,41)  
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 187.080.585.784,13 

Pasal 5 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 
huruf c untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2019 
sebagai berikut: 
a. Pendapatan Rp 3.099.402.604.685,47 
b. Beban  Rp 2.840.895.530.500,21  
c. Surplus/Defisit  dari 

Kegiatan Operasional Rp 258.507.074.185,26 
d. Surplus/Defisit dari 

Kegiatan Non Operasional  Rp (1.460.110.972,60)  
e. Surplus/Defisit sebelum 

Pos Luar Biasa Rp 257.046.963.212,66 
f. Pos Luar Biasa  Rp (295.756.250,00)  
g. Surplus/Defisit 

Laporan Operasional Rp 256.751.206.962,66 

Pasal 6 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
ayat 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 
2019 sebagai berikut: 
a. Ekuitas Awal Rp 4.109.436.273.903,46 
b. Surplus/Defisit LO Rp 256.751.206.962,66 
c. Dampak Kumulatif Perubahan 

Kebijakan/Kesalahan Mendasar  Rp (10.289.530.003,04)  
d. Ekuitas Akhir Rp 4.355.897.950.863,08 

Pasal 7 

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 1 huruf e per 
31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut: 
a. Jumlah Aset Rp 4.413.371.980.841,05 
b. Jumlah Kewajiban  Rp 57.474.029.977,97  
c. Jumlah Ekuitas Dana Rp 4.355.897.950.863,08 
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Pasal 8 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 
huruf f untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2019 
sebagai berikut: 
a. Saldo Awal Kas Rp 66.207.713.271,83 
b. Arus Kas Bersih dari aktivitas 

Operasi Rp 651.173.079.515,09 
c. Arus Kas Bersih dari aktivitas 

Investasi Rp   (529.206.208.390,89) 
d. Arus Kas Bersih dari aktivitas 

Pendanaan Rp 35.950.000,00 
e. Arus Kas Bersih dari aktivitas 

Transitoris Rp (188.925.246,68) 
f. Koreksi SiLPA Tahun Lalu  Rp (86.421,41)  
g. Saldo Akhir Kas Rp 188.021.522.727,94 

Pasal 9 

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 ayat 1 huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi 

baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan 

keuangan. 

Pasal 10 

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, 

terdiri dari : 

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran; 

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Organisasi; 

Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Organisasi, Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan; 

Lampiran I.3  : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja 

Daerah Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 

Lampiran I.4  : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja 

Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan 

Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi 

Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan 

Negara; 

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

c. Lampiran III : Laporan Operasional 

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas 
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e. Lampiran V : Neraca 

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas 

g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan 

h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah 

i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak 

Tertagih 

j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan 

Penyisihan Dana Bergulir 

k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 

l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan 

dan Pengurangan Aset Tetap 

m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap 

n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam 

Pekerjaan 

o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya 

p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah 

q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek 

r. Lampiran XVIII  : Daftar Kewajiban Jangka Panjang 

s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum 

Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan 

Dianggarkan Kembali Dalam Tahun 

Anggaran Berikutnya 

Pasal 11 

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
1 ayat (2) terdiri dari: 

a. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik 
Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX 
dan XXI Peraturan Daerah ini; 

b. Rincian Laporan Keuangan Badan Usaha Milik 
Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XXII 
Peraturan Daerah ini; 

c. Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Seluruh Desa Di 
Wilayah Kabupaten Banyuwangi tercantum dalam  Lampiran 
XXIII Peraturan Daerah ini. 

Pasal 12 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019 diatur dalam Peraturan Bupati. 
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Pasal 13 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyuwangi. 

Ditetapkan di Banyuwangi 

Pada tanggal 

BUPATI BANYUWANGI, 
 

 
H. ABDULLAH AZWAR ANAS 

Diundangkan di Banyuwangi 

Pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANYUWANGI 

 

 
H. MUJIONO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


